
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.170, 2018 KEMENHUB. Jabatan Fungsional. Widyaiswara. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 

 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang  :   a.      bahwa untuk mewujudkan Widyaiswara yang handal, 

kreatif, inovatif, dan berkinerja serta berkemampuan 

dalam mengembangkan kecerdasan, mental dan moral 

peserta pendidikan dan pelatihan diperlukan upaya 

pembinaan dan pengembangan widyaiswara yang 

terstruktur, terukur dan berkesinambungan; 

(1) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Operasional 

Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan 

Kementerian Perhubungan;  

 

Mengingat    : 1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5310); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1068); 
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11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan 

Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115); 

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran 

Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah 

Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional 

Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1960); 

14. Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

816); 

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai 

Angka Kredit Jabatan fungsional Widyaiswara dan Tata 

Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 

Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1982); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK 

OPERASIONAL JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan 

fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan 

kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang 

selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, evaluasi dan 

pengembangan Diklat pada lembaga diklat Pemerintah. 

3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat 

fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, 

evaluasi dan pengembangan Diklat pada lembaga diklat 

Pemerintah. 

4. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat 

baik secara klasial dan/atau non klasial. 

5. Kompetensi Widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, 

keterampilan, dan  kemampuan yang dituntut oleh 

Jabatan Fungsional Widyaiswara yang meliputi 

kompetensi pengelolaan pembelajaran, substansi, 

kepribadian, dan sosial. 

6. Bukti Fisik adalah satu bendel dokumen/berkas yang 

diberi label dan kode tertentu sebagai hasil prestasi kerja 

dari proses penyelesaian setiap butir kegiatan tugas 

pokok jabatan fungsional Widyaiswara yang terdiri dari 

unsur utama, dan penunjang. 

7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan 

karier jabatan dan kepangkatannya. 

www.peraturan.go.id



2018, No.170 
-5- 

8. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim 

Penilai adalah tim yang dibentuk  dan  ditetapkan  oleh 

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan 

bertugas menilai prestasi kerja Widyaiswara. 

9. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat. 

10. Sekretariat Tim Penilai adalah tim yang mempunyai tugas 

mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai. 

11. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Jenderal Kementerian 

Perhubungan bagi Widyaiswara Ahli Utama dan 

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai 

dengan Widyaiswara Ahli Madya. 

12. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 

adalah Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi 

Widyaiswara Ahli Utama dan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Perhubungan bagi Widyaiswara Ahli 

Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya. 

13. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 

satuan waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran Diklat, dimana 1 (satu) JP adalah        45 

(empat puluh lima) menit. 

14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

pegawai negeri sipil pada satuan organisasi yang 

dibuktikan dengan buku harian kerja pegawai. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK 

 

Pasal 2 

(1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di 

bidang kediklatan pada unit kerja di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 

(2) Jabatan Fungsional Widyaiswara merupakan jabatan 

ASN yang diduduki oleh PNS. 
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